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Daftar Pertanyaan meyangkut Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu
Kredit dalam Jasa Sistem Pembayaran pada PT May Bank Medan :

1.Apakah pernah terjadi tindak pidana kejahatan dalam hal jasa pembayaran di PT.MayBank?

2. Bentuk-bentuk kejahatan apa saja dalam hal jasa pembayaran yang pernah terjadi di
PT.MayBank?

3.Bagaimana bentuk laporan pengaduan oleh pihak konsumen tekait kejahatan dalam hal jasa
sistem pembayaran?

4.Pihak-pihak apa saja pada umumnya terkait dalam hal perlindungan konisumen jasa sistem
pembayaran?

5.Kejahatan apa yang uimtin-nya sering terjadi dalam hal jasa sistem pembayaran?

6.Bagaimana bentuk peayvelesaian perlindungan konsumen olegh pihak PT.May Bank dalam jasa
sistem pembayarati?

7.Bagaimana pelaksanaan penanganarn oleh pihak PT.Maybank terhadap kasus kejghatan dalam
jasa sistem pembayaran?Jalurapasaja vang di pakat dalam penaganan tersebut?

8.Bagaimana bentuk pertanggung jawaban oleh pihak PT.MayBank terhadap konsurnien jasa
sistem pembayaran yang terkena tindak pidania doubleswipe?

9.Apakah pihak PT.MayBank memberikan sanksi terhadap merchant yang didugs melakukan
double swipe? Sanksit apa yang di berikan oleh pihak MayBank terhadap merchant tersebut?

10.Siapa yang mmemberikan ganti rugi terhadap konsumen yang terlibat kejahatan double swipe,
penyelenggara atau merchant?

11.Apakah pihak konsumen pernair ada merase Keberatan dengan iats cara penyelesaian yang di
berikan oleh pthakPT-MayBank, sehirigga konsumer: melanjurkar: kasusnya Kerana yang lebih
tinggi(contoh:pengadilan)?

12. Sanksi seperti apa di berikan kepada konsunien yvang membuat pengaduan palsu tersebut?



